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Motio

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan 

kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat/terdakwa) kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkaan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan..

(Qs: an-Nisaa ayat (135)).

Barangsiapa menghendaki dunia maka wajib berilmu, barangsiapa 

menghendaki akhirat maka wajib berilmu dan barangsiapa menghendaki 

keduanya sekaligus maka wajib berilmu (Ai-Kadist)

Skripsi ini kupersembahkan:

Kepada Papa dan Mama, yang telah 
memberikan semangat, bimbingan, 
n&sehat dan do’a agar anaknya menjadi 
manusia yang berilmu

Kepada Almamaterku
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ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi setiap orang dengan mudah untuk memperoleh 
informasi-informasi terbaru melalui media cetak maupun media elektronik Industri. 
Media percetakan di Indonesia sendiri tumbuh sangat subur, baik media buatan 
orang-orang Indonesia asli maupun media asing yang telah membuka cabangnya di 
Indonesia. Salah satu contoh media asing yang membuka cabangnya di Indonesia 
adalah P/ay&py.KemuncuIan Majalah Playboy di Indonesia memunculkan kritikan 
dan pertentangan dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam, Front Pembela 
Islam berpendapat bahwa majalah Playboy merupakan simbol pornografi dan 
dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi generasi-generasi muda yang 
akan membacanya.Setelah dilaporkannya Pemimpin Redaksi oleh Front Pembela 
Islam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui putusan Mahkamah Agung No. 
972 K/K/Pid/2008 di mana Erwin Amanda sebagai Pemimpin Redaksi Majalah 
Playboy dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana kesusilaan seperti yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3) 
KUHP.Masalah pokok dalam skripsi adalah penerapan pidana kesusilaan dalam 
perkara pidana No. 972 K/Pid/2008 ditujukan kepada selaku pribadi atau pemimpin 
redaksi pers sehingga pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah pendekatan 
yuridis-normatif, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normatif. Dari 
hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelanggaran kesusilaan Majalah Playboy 
tersebut pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelanggaran kesusilaan adalah 
pemimpin redaksi, karena melalui Pemimpin Redaksi isi dari suatu majalah 
ditentukan, hal-hal apa saja yang layak untuk dimuat di suatu majalah harus melalui 
persetujuan dari Pemimpin Redaksi. Berdasarkan hal tersebut apabila teijading 
pelanggaran kesusilaan yang dilakukan perusahaan pers, pihak yang 
bertanggungjawab adalah pemimpin redaksi dari perusahaan pers tersebut

Kata Kunci: Pelanggaran Kesusilaan, pornografi.
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PENDAHULUAN
\$? ^ ^ ~V/ 
v

BABI

I. 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku 

dan budaya didalamnya yang masing-masing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut antara lain adalah saling hormat- 

menghormati antara sesama, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, dan saling memberikan pertolongan terhadap orang yang sedang dalam 

kesusahan. Hal-hal tersebut yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat di 

Indonesia dan dijadikan oleh mereka dalam berpatokan untuk bersikap tindak, tetapi 

seiring dengan perkembangan jaman kebiasaan-kebiasaan tersebut mulai luntur 

dengan sendirinya dikarenakan gencarnya yang masuk informasi-informasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemajuan teknologi yang sudah 

sedemikian canggihnya, sehingga proses westernisasi tidak dapat terelakkan lagi. 

Dengan teknologi internet orang-orang yang berada jauh di wilayah pedesaan dapat 

dimungkinkan untuk memperoleh informasi-informasi terbaru yang sedang hangat 

dibicarakan saat ini.1

Budi Rahaijo, 2001, Internet Untuk Pendidkan, PPAUI Mikroelektronika ITB

1
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Media-media tersebut tidak hanya sebatas media elektronik, tetapi juga media 

cetak seperti halnya majalah. Industri media percetakan di Indonesia sendiri tumbuh 

sangat subur, baik media buatan orang-orang Indonesia asli maupun media asing 

yang telah membuka cabangnya di Indonesia. Mereka mencoba peruntungannya di 

Indonesia setelah sukses membuka cabangnya di banyak negara-negara lainnya, tak 

terkecuali seperti Majalah Playboy. Sebuah majalah khusus pria dewasa yang sangat 

populer di negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Tetapi majalah Playboy yang 

merupakan salah satu icon majalah porno internasional melebarkan sayapnya untuk 

membuka cabangnya di Indonesia. Tetapi dengan kehadirannya di Indonesia banyak 

di sambut suka cita oleh banyak pihak, banyak pihak yang menyambut hangat 

kehadirannya ini dan ada juga pihak yang menolak kehadirannya tersebut. Salah satu 

pihak yang sangat menentang penerbitan majalah Playboy adalah ormas Front 

Pembela Islam, Front Pembela Islam berpendapat bahwa majalah Playboy merupakan 

simbol pornografi dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi 

generasi-generasi muda yang akan membacanya. Dewan redaksi Majalah Playboy 

dituntut dengan dakwaan telah melanggar :

1. Primair : Melanggar Pasal 282 ayat (3) KUHP2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Subsidair : Melanggar Pasal 282 ayat (1) KUHP3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lihat Pasal 282 ayat (3) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku 
penyebar luasan pornografi.
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3. Lebih Subsidair: Melanggar Pasal 282 ayat (2) KUHP4 jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun uraian singkat kasus pimpinan redaksi majalah Playboy ini 
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 972 K/K/Pid/2008 bermula ketika 
dilayangkannya gugatan yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
pada tanggal 29 Juni 2006 oleh penggugat yaitu Front Pembela Islam terhadap 
tergugat 1 yaitu Erwin Arnada sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Playboy 
Setelah gugatan dilayangkan oleh FPI pada tanggal 8 Juli 2006, Playboy 
Indonesia kembali terbit setelah tidak terbit untuk edisi Mei 2006 akibat 
kontroversi dan ancaman yang merebak. Kantor Playboy Indonesia pindah ke Bali 
setelah kantor di Jakarta beberapa kali dirusak oleh massa. Bulan Juli tahun 2006, 
setelah terbitnya Playboy Indonesia edisi ke-2 dan ke-3, Fla Priscilla dan Julie 
Estelle kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kesusilaan. Di bulan 
yang sama Majalah Playboy Indonesia akhirnya tutup setelah menerbitkan edisi 
ketiganya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 
2007 memutus untuk tidak menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas 
terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Erwin Arnada dalam perkara 
kesusilaan, dikarenakan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak 
menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya 
berdasarkan pasal 253 (1) huruf a KUHAP, yakni: salah/keliru menafsirkan 
hukum yang di atur dalam UU. Dimana Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan 
bahwa seharusnya untuk kasus-kasus seperti playboy Jaksa Penuntut Umum 
mendakwakan dengan Pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan 
pasal-pasal yang ada dalam KUHP karena hal tersebut merupakan Lex Spescialis 
Derogat Lex Generalis. Menurut jaksa pertimbangan tersebut adalah keliru. Pada 
tanggal
No.255/PID/2007/PT. menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding, 
karena Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak menerapkan 
hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan

22 Oktober 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

3 Lihat Pasal 282 ayat (1) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku 
penyebar luasan pornografi.

4 Lihat Pasal 282 ayat (2) KUHP mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku 
penyebar luasan pornografi.
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Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim dalam memutus 
perkara harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya 
masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia yang memegang teguh adat dan 
tradisinya, isi majalah tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup 
dalam masyarakat. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak 
menerapkan Pasal 182 ayat (4) dengan sebagaimana mestinya yaitu tidak 
mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 
Yakni: telah diperolehnya fakta-fakta hukum yang signifikan tentang perbuatan 
terdakwa. Termasuk keterangan beberapa saksi ahli yang menyatakan bahwa: (1) 
pose-pose foto Majalah Playboy tersebut termasuk kategori pornografis atau 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan juga pengrusakan kesopanan 
di muka umum;5 (2) Majalah Playboy tersebut bersifat pornografi serta melanggar 
norma-norma agama dan nilai-nilai agama karena mempertontonkan sebagain 
besar aurat. Dampak dari tulisan atau gambar pada Majalah Playboy tersebut 
antara lain menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, dan rasa tidak 
menyenangkan bagi masyarakat karena dapat mengancam kebobrokan moral 
sehingga banyak muncul kasus-kasus pemerkosaan dan kehamilan di luar nikah;6 

(3) Majalah Playboy Indonesia ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang termasuk 
kategori melanggar kesopanan dan kesusilaan, cabul/perbuatan cabul, pomoaksi 
dan pornografi.7 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut UU, Pasal 253 ayat 
(1) huruf b KUHAP. Seharusnya putusan aquo yang menyatakan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah keliru karena telah masuk dalam 
tahap pemeriksaan termasuk materi perkara. Pada tanggal 29 Juli 2009, 
berdasarkan pertimbangannya Mahkmah Agung menyatakan bahwa Pengadilan 
Negeri telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP Jo Pasal 
55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun.

Anggara et. Al. 2011, Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah 
Playboy di Indonesia, Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan 
Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada kasus Erwin Amada Vs. Negara Republik Indonesia” 
Makalah. Jakarta, h. 11.

6 Ibid.
7 Ibid.
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Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No. 972 K/K/Pid/2008, dimana 

Erwin Arnanda dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana kesusilaan Pasal 282 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 

Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dalam hal tersebut perlu kiranya untuk 

dipaparkan mengenai konteks sejarah pasal tersebut (282 KUHP) dan pasal-pasal 

lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan berikut perkembanganya. 

Dalam KUHP disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan yang 

dilakukan tersebut dapat melalui lagu, pidato, tulisan dan gambar, selengkapnya di 

atur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku 

Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan KUHP. KUHP yang berlaku sekarang 

ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

menjadikan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie sebagai Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana bagi Indonesia. Mengenai konsep tindak pidana kesusilaan. 

Pertama-tama perlu dijelaskan mengenai konsep tindak pidana dalam Bab XIV Buku 

Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dalam kedua bab tersebut, Wiijono
Q

Prodjodikoro membagi dua jenis tindak pidana yakni:

1

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid). Untuk kejahatan melanggar 

kesusilaan terdapat pada pasal 281 sampai dengan 299, sedangkan untuk

Lihat dalam Adam Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, hlm. 3. Lihat juga 
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003 hlm. 111.



6

pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam pasal 532 

sampai pasal 535.

2. Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan, artinya 

tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini 

dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang 

berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam pasal 236 sampai 

dengan 547.9

Pendapat Wiijono tersebut didasarkan pada tafsir teijemahan padanan kata 

yang termuat dalam teks aslinya yakni zedelijkheid dan zeden. Dalam naskah asli, 

Bab XIV dan Bab VI memiliki titel Misdrijven tegen de zeden dan Overtredingen 

betreffende de zeden. Oleh ahli hukum Indonesia kata zeden diteijemahakan dalam 

bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan.10 Namun menurut Wiijono 

Prodjodikoro kata zeden memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan 

(zeden) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan 

antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (zedelijkheid) juga 

merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (zeden) namun khusus setidaknya 

mengenai kelamin (seks) seseorang.11 Dalam konteks maksud pembentuk KUHP,

9 Ibid
Sebagai contoh KUHP yang diterjemahkan oleh R. Soesilo menggunakan kata kesopanan 

sedangkan R. Sugandhi memilih kesusilaan sebagai padanan dari zeden. Wiijono Prodjodikoro 
menyebutknya sebagai zeden - delicten.
2003 hl " 12ihat W^°n0 Pr°j°dikoro’ Tindak-tindak Pidana Tertentu dilndonesia, Refika Aditama,
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kesopanan (zeden) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan 

dibidang kesusilaan (disebut zedelijkheicl) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan 

(disebut zeden)}2 Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan 

santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. 

Dalam penjelasan Pasal-Pasal 281-299 dan Pasal 532-535 terjemahan KUHP oleh R. 

Soegandhi, kesusilaan identik dengan rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu 

kekelaminan. Selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebut kesusilaan dalam 

penjelasan KUHP Pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu 

kelamin.

Berdasarkan penjelasan yang ada, sehingga sangat diperlukan kiranya untuk 

mengetahui makna hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan 

pelanggaran kesusilaan melalui tinjauan-tinjauan pustaka dan melalui analisis

Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008, agar dalam perkembangannya

tidak merugikan para pihak sesuai dengan perkembangan hukum pada umumnya dan

12 Kamoes Indonesia - Indonesisch - Nederlands en Nederlands - Indonesisch oleh A.L.N. 
Kramer Sr; zedelijkheid mengacu pada istilah kesoesilaan, sedangkan zede(n) mengacu pada ‘adat” 
(zeden en gebruiken - adat istiadat). Graven Hage 1948 - Batavia, GB Van Zonen Uitgever 
Maatschappij N.V. Sementara itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwodarminto kata 
susila tidak secara khusus menunjuk hal ikhwal yang berkaitan dengan seksualitas. Susila; sopan, baik 
budi bahasanya, beradab. Balai Pustaka, jakarta 1952. Demikian pula terdapat pada Kamus Besar 
Bahasa Indonesia kata susila diartikan: (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan; (2) adat istiadat yang 
baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan; (3) pengetahuan tentang adab. Sedangkan 
kesusilaan adalah: (1) perihal susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; (2) norma yang 
baik, kelakukan yang baik, tata krama yang luhur. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 
Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

13 R. Soesilo, op. cit., hlm. 2.
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tidak menjadikan suatu pedoman yang salah bagi pertimbangan putusan hakim-hakim

mendatang.

I. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut:
Apakah bentuk penjatuhan t^d^k^idana kesusilaan terhadap pemimpin 

redaksi Majalah Playboy telah berdasarkan nilai keadilan?

1.

Apakah penerapan pidana kesusilaan dalam perkara pidana No. 972

K/Pid/2008 ditujukan kepada selaku pribadi atau pemimpin redaksi pers?

I. 3. Ruang Lingkup Masalah

Pengertian mengenai pelanggaran kesusilaan sangatlah luas walaupun terdapat 

pengertiannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam 

penerapannya untuk dewan pers tidak begitu jelas dikarenakan pers mempunyai 

undang-undangnya tersendiri seperti yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 

mengenai pers. Oleh karenanya agar pokok bahasan penulis atau penelitian yang 

dilakukan tidak terlampau luas, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini 

adalah “Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Pornografi : Analisis putusan

Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008”
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I. 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan pelanggaran kesusilaan dapat diterapkan kepada 

pemimpin redaksi pers berdasarkan Pasal 282 Ayat 3 KUHP

2. Untuk memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai 

bentuk pelanggaran kesusilaan dalam suatu pemberitaan pers dan bentuk sanksi 

apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelanggarnya

I. 5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya 

terhadap pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya menyangkut 

mengenai pelanggaran kesusilaan yang diharapkan dengan adanya penulisan 

skripsi ini dapat sekaligus menambah pemahaman maupun wawasan berupa 

pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan bagi para 

akademisi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan 

dalam rangka pemahaman dalam menentukan pelanggaran-pelanggaran

acuan
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dapat dijadikan dasar-dasar untuk penentuan sanksimacam apa saja yang 

terhadap pelanggarnya. Sehingga nantinya dapat diharapkan bahwa para 

praktisi hukum dapat memberikan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat 

khususnya bagi para pihak yang bersengketa serta tidak terlepas bagi 

kebutuhan para praktisi yang diharapkan agar mampu mengembangkan ilmu

hukum pada umumnya dan ilmu hukum acara pidana pada khususnya yaitu 

mengenai penerapan sanksi pidana denda terhadap dewan redaksi yang telah 

memberitakan peristiwa dan opini yang menghukum dan merugikan pihak 

yang diberitakan.

I. 6. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya

apabila disusun dengan metode penelitiian yang tepat. Penelitian dimulai ketika

seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan 

metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa 

metode atau tehknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa 

gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan 

atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.14

14 Soeijono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 12
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I. 6. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang lebih menitik beratkan pada data 

bahan pustaka.15 Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian doktnner, karena 

penelitian ini ditunjukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau 

bahan-bahan hukum lainnya. Sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini 

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, 

yurisprudensi, dan sumber-sumber data lainnya yang berdekatan.

sekunder atau

I. 6. Bahan Hukum

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data

sekunder ini diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian serta data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa arsip 

dan berbagai peraturan perundang-undangan.16 Data sekunder tersebut dapat meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.17

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya kitab 

undang-undang hukum pidana ataupun undang-undang lainnya.

13 Soeijono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hlm. 14

16 Ronny Hanintijo, 1986, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta' Ghalia Indo 
hlm. 97

17 Dalam bukunya Soeijono Soekanto dan Sri Mamuji, dengan adanya data sekunder 
peneliti tidak perlu lagi mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek kajian. Soeijono 
Soekanto dan Sri Mamuji, Op.cit., hlm. 24
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Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang yang mendukung bahan 

hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer. Misalnya buku-buku, artikel, majalah hukum, koran, internet dan 

lain-lain.

b.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

c.

I. 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan 

mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui

studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara

pengumpulan serta mengkaji literatur yang mempunyai relevansi dengan materi yang

dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang mendukung masalah.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana menurut 

Soeijono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu 

alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan 

“content analysis” atau yang biasa disebut dengan analisis muata.18 Sehingga dalam 

hal ini penulis akan mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan mempelajari 

berkas-berkas atau dokumen-dokumen lainnya yang memiliki hubungan terhadap

l8Soeijono Soekanto, Op.cit., hlm. 21
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pelanggaran kesusilaan, serta buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan 

dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

I. 6. Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data 

primer dan data sekunder yang sudah berkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu 

yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang 

diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan 

pemecahan masalah tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa pornografi dari 

studi Putusan Mahmakamah Agung RI No. 972 K/Pid/2008.

I. 6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didapatkan dengan cara melakukan penalaran induktif, 

penalaran induktif adalah suatu proses berfikir berupa penarikan kesimpulan yang 

bersifat umum (berlaku untuk semua/banyak) atas dasar pengetahuan tentang hal-hal 

khusus (fakta). Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Penalaran induktif dapat dilakukan secara terbatas dengan mencoba- 

coba. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah proses penarikan 

kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.19

19 Sukadijo, G.R. Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induktif. Jakarta: Gramedia
(1999).

I
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